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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT 
 
 

 
 

 
 

 
BUPATI GARUT 

 

LD. 4  2013 
R 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT 

NOMOR 4 TAHUN 2013  

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT   

NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PENATAUSAHAAN  

HASIL HUTAN HAK  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GARUT, 

Menimbang  : a.  bahwa untuk ketertiban penatausahaan 
hasil hutan hak yang meliputi kegiatan 

pemanenan atau penebangan, pengukuran 
dan penetapan jenis, pengangkutan/ 

peredaran dan pengumpulan, pengolahan 

dan pelaporan, Pemerintahan Daerah telah 
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Garut Nomor 16 Tahun 2005 tentang 
Penatausahaan Hasil Hutan Hak; 
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  b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan 
Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-

II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan 
yang Berasal dari Hutan Hak, maka 

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 
16 Tahun 2005 tentang Penatausahaan Hasil 

Hutan Hak perlu dicabut; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Pencabutan Peraturan Daerah 

Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2005 
tentang Penatausahaan Hasil Hutan Hak. 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Barat (Berita Negara Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang dengan Mengubah 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 

Agraria (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 2043); 



LD.4 2013 NO.4 

 

 3 

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4412); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
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7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005           Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4593); 

 

 

 

 

 

 

 

 


